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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manajemen dalam sebuah organisasi adalah hal yang sangat mendasar dan 

penting yang digunakan untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia dan 

materialnya. Berbicara mengenai manajemen, tentu tidak lepas dari adanya strategi. 

Manajemen strategis adalah tindakan dan keputusan yang dibuat oleh sebuah 

organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Hadari Nawawi dalam Retina ( 2015:1-2 ) 

mengemukakan bahwa pengertian manajemen strategis salah satunya adalah proses 

atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan 

menyeluruh yang disertai dengan penetapan bagaimana melaksanakannya dan dibuat 

oleh manajemen puncak, diterapkan oleh seluruh anggota organisasi untuk mencapai 

tujuan yang dinginkan. 

 Manajemen strategis dapat diterapkan disemua aspek kehidupan sebuah 

organisasi tidak terkecuali dalam bidang pelayanan publik. Pelayanan publik yang 

prima adalah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara Indonesia tanpa 

terkecuali, hal ini tertuang secara rinci dan jelas dalam konsideran UU No 25 Tahun 

2009 bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Standar penyelenggaraan pelayanan yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2009 

menjadi dasar acuan penyelenggaraan layanan publik dan pedoman bagi penilaian 

kualitas pelayanan dalam rangka mencapai pelayanan publik yang baik, berkualitas, 

efisien dan terukur. 
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 Penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diatur oleh Undang-Undang 

harusnya mampu berjalan sesuai dengan hakikatnya, namun pada proses praktik 

penyelenggaraan pelayanan publik banyak ditemukan kekurangan hingga terjadilah 

maladministrasi. Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

pelayanan publik seperti sebelumnya, pemerintah membentuk sebuah lembaga negara 

yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengawasi jalannya proses 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah baik berupa Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik 

Negara juga Swasta atau perseorangan yang mana sumber dananya sebagian atau 

seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lembaga yang dibentuk pemerintah tersebut 

dinamakan Ombudsman Republik Indonesia atau biasa disingkat Ombudsman RI. 

 Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bebas dari campur tangan kekuasan lainnya, bersifat mandiri dan independen serta 

tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan 

lainnya. Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan di daerah, Ombudsman 

Republik Indonesia membentuk perwakilan di setiap daerah provinsi yang terletak di 

ibukota provinsi. 

 Fungsi, Tugas dan wewenang Ombudsman RI telah diatur dalam Undang-

Undang No 37 Tahun 2008, beberapa diantaranya adalah terkait penerimaan laporan 

dan pengawasan pelayanan publik. Menurut Ghozali Puruhito (2014:3-4) 

pembentukan Ombudsman di tingkat daerah bertujuan untuk memudahkan pelayanan 

dari Ombudsman RI secara luas, adapun peran pokok yang diemban Ombudsman 

adalah menangani keluhan dan aduan masyarakat mengenai pelayanan publik, 

melindungi hak masyarakat dan menghindarkan masyarakat dari penyelewengan dan 
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pengabaian hak dalam pelayanan publik. Dengan struktur tugas dan fungsi yang jelas, 

Ombudsman RI mampu berjalan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang. 

Hingga pada tahun 2020, terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan 

masyarakat termasuk dirasakan oleh insan Ombudsman RI. Kejadian tersebut adalah 

pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. 

 Jika dihubungkan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung,  pandemi 

covid-19 memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan dunia termasuk pada 

pelayanan publik. Banyak instansi yang membatasi layanan dan menyuarakan 

pelayanan online hingga proses dalam pelayanan publik sedikit terhambat, hal tersebut 

dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat melek teknologi dan siap menerima 

perubahan sistem layanan. Puncak dari matinya sistem pelayanan secara langsung 

yaitu pada pemberlakuan PPKM di Sumsel yang merujuk pada Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM Level 4 COVID 

19 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 

Dengan diberlakukannya PPKM tersebut, instansi membatasi gerak mereka diruang 

publik termasuk Ombudsman RI Perwakilan Sumsel. Situasi saat ini memaksa 

Ombudsman RI khususnya perwakilan Sumatera Selatan untuk menemukan strategi 

alternatif dan solusi untuk tetap melaksanakan tugas mereka mengawasi pelayanan 

publik untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan layanan atau maladministrasi di  

masyarakat. 

 Pandemi Covid-19 melanda indonesia sejak tahun 2019 sehingga menyebabkan 

berbagai macam perubahan dalam aspek-aspek kehidupan. Dampak yang ditimbulkan 

pun dirasakan oleh segala jenis lapisan masyarakat, termasuk Ombudsman RI 

Perwakilan Sumatera Selatan. Unit Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman 

RI Perwakilan Sumatera Selatan tahun  2019 mencatat jumlah pengaduan sebanyak 
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128 laporan dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti sebanyak 89 laporan. Jumlah 

konsultasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 85 jumlah konsultasi non laporan 

yang berpotensi terjadi Maladministrasi dalam penyelengaaraan layanan. Secara 

statistik data laporan yang masuk ke unit PVL Ombudsman RI Perwakilan Sumatera 

Selatan, dari total 128 jumlah laporan (sampai dengan November 2019), sebanyak 

70% laporan memenuhi kelengkapan data verifikasi laporan, dan sebanyak 9% laporan 

yang dinyatakan lengkap tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Jumlah laporan yang 

dinyatakan tidak lengkap sebanyak 43 laporan dengan 7% diantaranya tidak memiliki 

alamat pelapor serta kontak yang bisa dihubungi sehingga aduannya tidak dapat 

ditindaklanjuti, 16% substansi laporan bukan merupakan kewenangan dan 4% laporan 

telah/sedang menjadi objek pemeriksaan pengadilan. 

 Pelapor yang menyampaikan aduan kepada Ombudsman RI Sumatera Selatan 

diklasifikasikan menjadi pelapor langsung, penerima kuasa dari korban langsung, 

pengacara atau badan hukum lainnya yang dijelaskan pada grafik berikut, sebanyak 

78% dari jumlah laporan, yang menyampaikan aduan merupakan korbang langsung, 

sebanyak 8% merupakan kuasa hukum dan 3 merupakan badan hukum. Selain 

penyampaian aduan atau laporan kepada Ombudsman Perwakilan, masyarakat juga 

dapat melakukan konsultasi mengenai masalah terkait sehingga nanti dapat dilihat 

apakah masalah yang diangkat dapat diselesaikan hanya dengan pembimbingan 

konsultasi atau harus berlanjut kepada tahap pengaduan laporan. Masyarakat biasanya 

menyampaikan konsultasi dan pengaduan langsung kepada asisten bidang penerimaan 

dan verifikasi laporan Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Untuk melihat 

presentasi laporan yang masuk di Ombudsman pada tahun 2020, dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 1 Data Laporan Masuk Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 Ombudsman 

RI Perwakilan Sumatera Selatan 

No Kota/Kabupaten Jumlah Persentase 

1. Kota Palembang 95 57% 

2. Kab. Musi Banyuasin 12 7% 

3. Tidak diketahui 10 6% 

4. Kab. Banyuasin 9 5% 

5. Kab. Ogan Komering Ilir 7 4% 

6. Kab. Muara Enim 6 4% 

7. Kab. Lahat 5 3% 

8. Kab. Ogan Ilir 5 3% 

9. Kota Prabumulih 5 3% 

10. Kab. Ogan Komering Ulu 3 2% 

11. Kab. OKU Timur 3 2% 

12. Kota Lubuk Linggau 3 2% 

13. Kota Adm Jakarta Pusat 2 1% 

14. Kab. OKU Selatan 1 <1% 

15. Kab. Penukal Abab Lematang 1 <1% 

16. Kota Pagaralam 1 <1% 

Total Laporan 168 100% 

Sumber: Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan 2020 Ombudsman RI 

Perwakilan Sumsel  

 

 Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 dimana pandemi terjadi, Kota 

Palembang menyumbang sebesar 57%  atau sebanyak 95 laporan masuk di 

Ombudsman RI perwakilan Sumsel. Adapun kelompok instansi terlapor yang paling 

banyak disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel adalah Pemerintah 

Daerah dengan jumlah persentase sebesar 42%, kemudian disusul dengan 
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BUMN/BUMD sebesar 11% dan Kepolisian sebesar 6% sedangkan untuk kelompok 

instansi terlapor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementrian, Kejaksaan dan 

Lembaga Pendidikan Negeri masing-masing menyumbang sebesar 4%. Berikut data 

instansi terlapor secara jelas dan rinci. 

Tabel 2 Data Kelompok Instansi Terlapor 2020 

No Nama Instansi Persentase 

1. Pemerintah Daerah 42% 

2. Tidak Diketahui 13% 

3. BUMN/BUMD 11% 

4. Kepolisian 6% 

5. Badan Pertanahan Nasional 4% 

6. Kementerian 4% 

7. Kejaksaan 4% 

8. Lembaga Pendidikan Negeri 4% 

9. Lain-lain 3% 

10. Lembaga Non Kementerian 2% 

11. Lembaga Peradilan 2% 

12. Perbankan 2% 

13. Badan Swasta/Perseorangan 1% 

14. Lembaga Pendidikan Swasta 1% 

15. Rumah Sakit Pemerintah 1% 

Jumlah 100% 

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2020  Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 

 

  Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan sepanjang tahun 2020 telah 

menerima pengaduan masyarakat sebanyak 160 laporan dengan jumlah konsultasi 

sebanyak 65 konsultasi. Substansi tertinggi yang dilaporkan masyarakat kepada 
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Kantor Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan ialah mengenai masalah Desa 

sebanyak 13 Persen dengan jumlah aduan sebesar 21 laporan. Laporan tentang 

subtansi desa di dominasi oleh penyelenggaran pemerintahan desa di kabupaten di 

wilayah Sumatera Selatan. Cara penyampaian pengaduan yang dilakukan masyarakat 

selama tahun 2020 didominasi oleh datang secara langsung yaitu sebanyak 65 

pengaduan atau sebesar 40%, kemudian diikuti penyampaian melalui surat sebanyak 

52 pengaduan atau sebesar 32%, melalui Whatsapp sebanyak 32 pengaduan atau 20%, 

Email sebanyak 6 pengaduan atau 4% dan terakhir melalui sambungan telepon 

sebanyak 5 pengaduan atau sebesar 3%.  

  Menilik data Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan pada tahun 2020 

jika dibandingkan dengan data terbaru yaitu data pada tahun 2021, dapat ditemukan 

terjadinya penurunan jumlah laporan masuk. Laporan masuk pada tahun 2021 yaitu 

105 laporan dimana 92 laporan ditindaklanjuti  menjadi laporan dan 13 laporan laiinya 

tidak dapat ditindaklanjuti. Berbanding dengan penurunan jumlah laporan masuk, 

laporan tahunan 2021 justru menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat 

secara signifikan dalam menyampaikan konsultasi sebanyak 403 konsultasi dan 

tembusan sebanyak 66 tembusan. Adapun jenis akses masyarakat menyampaikan 

laporan terbagi menjadi 3 cara yaitu melalui e-mail, telepon dan whatsapp.  

  Selain data mengenai jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan, 

tersedia juga informasi yang menunjukkan instansi-instansi atau lembaga yang 

menjadi objek pengaduan masyarakat kepada Ombudsman. Kelompok instansi ini 

terdiri dari berbagai macam sektor mulai dari instansi kepolisian, kejaksaan, BUMN, 

hingga pemerintah daerah dan provinsi. Untuk daftar lengkap kelompok instansi 

terlapor beserta presentaseny, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 



22 

  

 

Tabel 3 Data Kelompok Instansi Terlapor 2021 

No Nama Instansi Jumlah 

1. Pemerintah Kabupaten/Kota 33 

2. BUMN 13 

3. Kepolisian 10 

4. Pertanahan 10 

5. Pemerintah Desa 8 

6. Pemerintah Provinsi 7 

7. BUMD 4 

8. Kejaksaan 4 

9. Lembaga Negara 3 

10. Kementerian 1 

Jumlah 92 

Sumber: Laporan Akhir Tahun 2021  Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 

 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, jumlah laporan masuk 

menjadi tantangan bagi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan untuk tetap 

menjaga kestabilan pelayanan publik di tengah segala keterbatasan dimasa pandemi 

Covid-19, maka dari itu perlu diteliti lagi manajemen strategi yang ditetapkan 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam meningkatkan peran dan fungsi  

mereka pada kondisi pandemi saat ini. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat 

membantu meningkatkan proses pengawasan pelayanan publik yang sesuai dengan 

apa yang diamanatkan undang-undang sehingga tercipta pelayanan publik yang baik, 

jujur, bebas maladministrasi, efisien dan bijaksana. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam 

meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19. 

2. Bagaimana impelementasi strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera 

Selatan dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada masa pandemi 

Covid-19. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan strategi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan 

dalam meningkatkan pengawasan pelayanan publik pada ,masa pandemi 

Covid-19. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi strategi Ombudsman RI 

Perwakilan Sumatera Selatan dalam meningkatkan pengawasan pelayanan 

publik pada masa pandemi covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun manfaat dari penelitian adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan manajemen 

strategis dan pengembangan konsep bagi ilmu administrasi public serta dapat 

menjadi referensi untuk penelitian mendatang. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pihak 

akademisi dan instansi terkait yaitu Ombudsman RI Perwakilan Sumtera Selatan 

mengenai materi manajemen strategis yang nantinya berguna dalam pengambilan 

strategi yang efisien dan mencapai tujuan yang diinginkan. 
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